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MONITORING MANAJEMEN REKAYASA LALU LINT.

Dasar Huokum:

Cara mengatasi:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Melakukan tata cara administrasi sesuai sesuai Standar
Operasional Prosedur yang berlaku

Melakukan survey / monitoring Manajemen Rekayasa Lalu

2 Angkutan Jalan Lintas
3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
* Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
4 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
* 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014
S.
Tentang Marka Jalan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018
6. Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tentang
Marka Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
' Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
8 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014
* Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
10 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
" tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor:
11. SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis
Perlengkapan Jalan
Keterkaitan: Peralatan:
1. SOP Pelaksanaan Pengelolaan Surat Dinas Masuk dan Surat Dinas Keluar 1. Meja
2. Kursi
3. Komputer
4. Printer
5. ATK
6. Internet

Peringatan:

1 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketidakpastian terhadap
Pelaksanaan Monitoring Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
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